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BAB  III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa 

pembatasan masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat 

menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan adalah konstitusional. Maka 

dampak ini penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan desa serta mengurangi potensi kekuasaan absolut dengan 

memastikan kekuasaan tidak terlalu lama berada di tangan satu orang. 

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-

XIX/2021 ini membantu mempertahankan prinsip demokrasi yang berfokus 

pada pengurangan kekuasaan pemerintah dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Serta dampak dari 

putusan ini terkait dengan periodisasi masa jabatan bahwa keberlakuan 

pembatasan masa jabatan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh kepala desa, serta 

menciptakan tatanan pemerintahan desa yang lebih teratur dan terkendali. 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah bahwa Pemerintah dan 

lembaga terkait perlu memastikan penegakan hukum yang konsisten 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 ini. Hal 
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ini penting untuk memastikan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa 

sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 . Serta diperlukan peningkatan pengawasan oleh Bupati/Walikota 

dalam memberdayakan aparat pengawas fungsional di daerah dan 

melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan 

informasi di desa. Serta sekaligus juga berperan dalam meningkatkan 

pencegahan penyimpangan penggunaan dana desa. Pengawasan yang ketat 

akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan 

kekuasaan oleh kepala desa serta memastikan bahwa pemerintahan desa 

berjalan dengan teratur dan terkendali. Dengan menerapkan saran-saran 

dtersebut diharapkan bahwa implementasi pembatasan masa jabatan kepala 

desa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-

XIX/2021 dapat memberikan dampak yang positif dalam menciptakan 

tatanan pemerintahan desa yang lebih baik dan terkendali serta menjaga 

prinsip-prinsip demokrasi.  
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